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EBSTRACT

The research was conducted at PTPN X, XI and XII in order to see the
implementation of Good Corporate Governance every PTPN. The purpose of this
study is to assess the implementation of Good Corporate Governance as well as to
assess the implementation of Good Corporate Governance ratings on state-
owned plantation sector. Data were obtained through interviews and
questionnaires. The analytical method used was a descriptive quantitative
analysis. The results obtained showed that the PTPN X, XI, and XlI
implementation of Good Corporate Governance has been realized.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PTPN X, XI, dan XII guna melihat pelaksanaan
Good Corporate Governance setiap PTPN tersebut. Tujuan dari penelitian ini
adalah unt@k mengkaji implementasi Good Corporate Governance serta untuk
mengkaji penilaian implementasi Good Corporate Governance pada BUMN
sektor perkebunan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan kuesioner.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil
penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pada PTPN X, XI, dan XII
pelaksanaan Good Corporate Governance sudah terwujud.

Keywords:  good  corporate  governance, transparency,  akuntabilitas,
responsibilitas, independen, fairness.
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PENDAHULUAN

Guna mencapai sistem tata
kelola yang baik, maka perusahaan
dalam menjalankan kegiatannya harus
berpegang pada falsafah berikut:ini:
bekerja untuk meghasilkan yang
terbaik; kesuksesan dapat diraih
dengan bekerja keras, dalam bekerja
harus dengan cerdas dan kerjasama;
pekerjaan harus memberikan nilai dan
makna bagi seluruh stakeholders; serta
tumbuh  dan  berkembang  bagi
perusahaan  secara  berkelanjutan
(going concern). Ke semua hal
tersebut akan dapat tercapai apabila
ada kesamaan pandangan dalam
menjalankan seluruh aktivitas yang
ada pada perusahaan. Salah satu kunci
keberhasilan suatu perusahaan adalah
bila menerapkan GCG dalam setiap
aktivitas kegiatannya, sehingga
diharapkan perusahaan terus tumbuh
serta akan memperoleh keuntungan
dalam jangka panjang, selain itu juga

dapat memenangkan  persaingan
bisnis.yang makin tajam.
GCG atau tata kelola suatu

perusahaan yang baik harus memiliki
prinsip-prinsip “TARIF”, yaitu suatu
bentuk akronim dari T = Transparansi;
A = Akuntabilitas; R =
Responsibilitas; I = Independen; dan F
= Fairness (kewajaran). Prinsip
tersebut merupakan dasar yang harus
dipegang serta menjadi pedoman bagi
perusahaan dalam melangkah kepada
tujuan yaitu visi dan misi perusahaan.
GCG pada BUMN merupakan
pelaku dari kegiatan ekonomi dan
telah menjadi isu global, semakin
besar perkembangan dunia usaha yang
mendominasi aktivitas ekonomi untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sebagai mana berkiblat pada Undang-
Undang Dasar 1945. Keberadaan
BUMN  mengarah pada sinergi

kebijakan industrial dan analisis pasar
tempat BUMN beroperasi. Upaya ini
dapat mengevaluasi penerapan prinsip-
prinsip pada seluruh BUMN dimana
tata kelola perusahaan dilakukan
dengan cara yang baik, adil,
transparan, dan bertanggung jawab
menjadi semakin tinggi pula. Kondisi
ketidakkonsistenan implementasi
Good Corporate Governance (GCQ)
di Indonesia saat ini, merupakan salah
satu aspek yang berpengaruh terhadap
rendahnya investasi asing yang masuk
di Indonesia.

Upaya penerapan GCG di
Indonesia semakin mendapat perhatian
dari berbagai kalangan, termasuk
Kementerian BUMN yang menjadikan
GCG sebagai salah satu program yang
perlu disambut dan ditindaklanjuti.
Membaiknya praktek GCG di BUMN
bukan saja akan meningkatkan nilai
BUMN, tetapi juga dapat menjadi
katalisator untuk perbaikan
governance  sektor  publik  dan
diharapkan menjadi model untuk dunia
usaha pada umumnya. Sebagai contoh
membaiknya praktek tata kelola di
Bank BUMN, tentunya  akan
berpengaruh positif terhadap perbaikan
GCG pada perusahaan yang menjadi
nasabah  kreditnya. Oleh karena
peranan BUMN masih dominan dalam
perekonomian Indonesia, maka
perbaikan GCG pada badan usaha ini
akan memberikan kontribusi yang
cukup penting terhadap perkembangan
bisnis pada umumnya.

Rumusan masalah yang diajukan
berdasarkan latar belakang tersebut
adalah: Bagaimana penilaian
implementasi GCG pada BUMN
Indonesia Sektor Perkebunan.




Penilaian Implementasi Good Corporate Governance pada BUMN Indonesia Sekior Perkgbunan

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Govermance
merupakan kumpulan hukum,
peraturan, dan kaidah-kaidah yang
wajib untuk dipenuhi sehingga dapat
mendorong  kinerja sumber-sumber
perusahaan untuk berfungsi secara
efisien guna menghasilkan nilai
ekonomi  jangka panjang yang
berkesinambungan bagi para
pemegang saham maupun masyarakat
sekitar secara keseluruhan.

Good Corporate Governance
(GCQ) adalah prinsip yang
mengarahkan dan  mengendalikan

perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam

memberikan pertanggungjawabannya
kepada para shareholder khususnya,
dan stakeholders pada umumnya.
Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk
mengatur  kewenangan  Direktur,
manajer, pemegang saham dan pihak
lain yang berhubungan dengan
perkembangan perusahaan di
lingkungan tertentu

Para pakar Indonesia mendefi-
nisikan Good Corporate Govermance
adalah tata kelola perusahaan yang
baik. Istilah tersebut menjelaskan
bahwa GCG adalah pola hubungan,
sistem dan proses yang digunakan oleh
organ perusahaan (Direksi, Dewan
Komisaris, RUPS) untuk memberikan
nilai tambah kepada pemegang saham
secara  berkesinambungan  dalam
jangka  panjang, dengan tetap
memperhatikan  kepentingan stake-
holders lainnya, yang berlandaskan
peraturan perundangan dan norma
yang berlaku.
Berdasarkan pengertian diatas, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suatu struktur yang mengatur pola
hubungan harmonis tentang peran
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Dewan Komisaris, Direksi, Rapat
umum pemegang saham dan para
stakeholders (pemangku kepen-
tingan) lainnya.

2. Suatu sistem check and balance
mencakup perimbangan kewe-
nangan atas pengendalian
perusahaan yang dapat membatasi
munculnya dua peluang:
pengelolaan yang salah dan
penyalahgunaan asset perusahaan.

3. Suatu proses yang transparan atas
penentuan  tujuan  perusahaan,
pencapaian  dan  pengukuran
kinerjanya.

Aspek dari GCG yang perlu dipahami,

yaitu:

l. Adanya keseimbangan hubungan
antara organ-organ perusahaan
diantaranya RUPS, Dewan
Komisaris dan Direksi. Kese-
imbangan tersebut mencakup hal-
hal yang berkaitan dengan struktur
kelembagaan dan mekanisme
operasional ketiga organ
perusahaan tersebut—disebut juga
keseimbangan internal.

2. Adanya pemenuhan tang-
gungjawab perusahaan sebagai
entitas bisnis dalam masyarakat
kepada seluruh pemangku
kepentingan. Tanggung jawab ini
meliputi hal-hal yang berkaitan
dengan pengaturan hubungan
antara perusahaan dengan
pemangku kepentingan — disebut
keseimbangan eksternal.

3. Adanya hak-hak pemegang saham
untuk mendapatkan informasi
yang tepat dan benar pada waktu

yang diperlukan mengenai
perusahaan. Serta hak berperan
serta dalam pengambilan

keputusan mengenai perkem-
bangan strategi dan perubahan
mendasar atas perusahaan serta
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ikut menikmati keuntungan yang

diperoleh  perusahaan  dalam
pertumbuh-annya.
4. Adanya perlakuan yang sama

terhadap para pemegang saham,

terutama pemegang saham
minoritas melalui keterbukaan
informasi yang material dan

relevan serta tidak diperkenankan
penyampaian  informasi  yang
material dan relevan untuk pihak
sendiri yang dapat mengun-
tungkan orang dalam.

Sutojo dan Aldridge (2005: 5)
dalam Ristifani (2009) menyatakan
bahwa GCG mempunyai lima macam
tujuan utama, yaitu:

1. Melidungi hak dan kepentingan
pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan

para anggota the stakeholders
non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan

dan para pemegang saham

4. Meningkatkan  efisiensi  dan
efektifitas kerja Dewan Pengurus
atau Board of Directors dan
manajemen perusahaan.

5. Meningkatkan mutu hubungan
Board of Directors dengan
manajemen senior perusahaan.

Menurut Hery (2010) dalam
Tadikapury (2011) ada lima manfaat
yang dapat diperoleh perusahaan yang
menerapkan GCG, yaitu:

1. GCG secara tidak langsung akan
dapat mendorong pemanfaatan
sumber daya perusahaan kearah
yang lebih efektif dan efisien,
yang apada gilirannya akan turut
membantu tercipanya
pertumbuhan atau perkembangan
ekonomi nasional.

2. GCG dapat membantu perusahaan
dan  perekonomian  nasional,
dalam hal ini menarik modal

investor dengan biaya yang lebih
rendah melalui perbaikan
kepercayaan investor dan kreditur
domestik maupun internasional.

3. Membantu pengelolaan perusaha-
an dalam memastikan/menjamin
bahwa perusahaan telah taat pada
ketentuan, hukun dan peraturan.

4. Membangun manajemen  dan
Corporate Board dalam peman-
tauan penggunaan asset perusa-
haan.

5. Mengurangi korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu
memberikan  gambaran  penilsisn
tentang implementasi GCG pada
PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII
yang didukung dengan hasil kuesioner.
Lokasi penelitian adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), yaitu PT.
Perkebunan Nusantara yang memiki
kantor direksi di Surabaya (PTPN X,
PTPN XI dan PTPN XII).

Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan:

1. Tinjauan kepustakaan (Library
Research), yaitu metode

pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan dan
menelaah literatur yang
berhubungan dengan masalah yang
dibahas untuk mendapatkan
kejelasan dalam upaya penyusunan
landasan teori yang digunakan
sebagai dasar dalam melakukan
pemecahan masalah. Literatur dapat
berupa buku, koran, majalah, jurnal
dan lain-lain yang digunakan
sebagai acuan dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (Field
Reseach), yaitu metode
pengumpulan data yang dilakukan
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dengan cara mengadakan penga-
matan secara langsung terhadap

objek penelitian dengan teknik
wawancara pada unit kerja
perusahaan yang memang
membawahi  bidang  penerapan

GCG, serta dengan menggunakan
kuesioner  pada  bagian-bagian
tertentu yang mewakili keseluruhan
aspek  yang menjadi obyek
penelitian ini.

Penelitian dengan menggunakan
analisis deskriptif kuantitatif dengan
langkah-langkah pembahasan sebagai
berikut:

1. Melakukan pengamatan dan
wawancara apakah implementasi
GCG pada objek penelitian telah
sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada
Badan Usaha Milik Negara.

2. Menguji keefektifan implementasi

GCG pada objek penelitian.
Keefektifan diukur dengan
menggunakan  indikator-indikator

sebagai berikut:
a. Transparansi (iransparency)
b. Akuntabilitas (accountability)
c. Responsibilitas (responsibility)
d. Independensi (independency)
e

. Kewajaran dan  Kesetaraan
(fairness)
Indikator dan skala pengukuran

yang digunakan dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1
Indikator dan Skala Pengukuran

Skala Instru

Variabel Indikator Pengu men
kuran
Perwujudan | a.Transparansi Ordinal | Quisio-

GCG (transparency) ner
a. Akuntabilitas
(accountability)
b.Responsibilitas
(responsibility)
¢. Independensi
(independency)
d.Kewajaran dan
Kesetaraan
(faimess)

3.  Perhitungan atas  kuesioner
dilaksanakan dengan menggunakan
rumus  Champion (1990) dalam
Tadikapury (2011), yaitu dengan
cara menjumlahkan jumlah jawaban
yang kemudian dilakukan
perhitungan dengan cara sebagai
berikut:

¥ Jawaban

Persentase = % 100%

3 Kuesioner x 3 Pertanya:

Hasil perhitungan kuesioner
sehubungan dengan analisis, dapat
dikalsifikasikan secara umum, yaiftu:

Persentase Kriteria
0% - 25% GCG tidak terwujud
26%-50% | GCG kurang terwujud
51%-75% | GCG cukup terwujud
76%-100% | GCG sangat terwujud
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
peneliti tentang Penilaian
Implementasi GCG  pada  PT

Perkebunan Nusantara, diperoleh hasil
kuesioner sebagai berikut:
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1. Perhitungan dan Analisa PTPN X
A. Transparansi (Transparency)

Tabel 2
Perhitungan persentasi terhadap
transparansi berdasarkan hasil
jawaban responden

Pada P.T. Perkebunan Nusantara X
terdapat aturan-aturan yang tertuang
didalam code of corporate governance
yang mencerminkan suatu manajemen
corporasi yang berorientasi kepada
peningkatan nilai shareholders dan
stakeholders. Berdasarkan hasil

perhitungan dari jawaban setuju

sebesar 64,06%, hal ini menunjukkan

GCG sudah berwujud dan komite

GCG berperan dalam meningkatkan

implementasi GCG.

0 88 8 N | TS |STS | Total
| 4 4 g
2 a 3 8
3 | 1 g
4 ? B 8
g i B 8
b 3 4 [ 8
Total | 17 a0 I 48
% | 3542 | 625 | 2,08 100

C. Tanggung jawab (Responsibility)

PT. Perkebunan Nusantara X sudah
menerapkan  sistem  transparansi
dengan melaporkan semua transaksi
keuangan dan memiliki pedoman
akuntansi yang dapat diverifikasi
dengan bukti pendukung dan ditunjang
dengan teknologi informasi yang
memadai. Berdasarkan hasil hitungan
jawaban setuju sebesar 62,5%, hal ini
menunjukkan bahwa GCG sudah
terwujud dan komite GCG berperan
dalam meningkatkan implementasi
GCG.

B. Akuntabilitas (Accountability)

Tabel 3
Perhitungan persentasi terhadap
akuntabilitas berdasarkan hasil
jawaban responden

o 83 3 N | TS | STS | Total
I 2 a I d
Z Z B d
d d a d
4 3 a 8
a d a d
B 4 4 d
7 2 4 i d
d I 7 d
otal | 20 4 3 B4
% | 3120 | G406 | 468 100

Tabel 4
Perhitungan persentasi terhadap
Pertanggungjawaban berdasarkan
hasil jawaban responden

o 88 3 N | TS | STS | Total
I 3 a 8
? 3 4 | 8
ki I 7 8
4 3 a 8
a Z B 8
B 3 a 8
7 I i I 8
Total 16 38 2 ab
% | 2857 | B7.86 | 0,04 100

P.T. Perkebunan Nusantara X telah
melakukan  kegiatan sosial dan
tanggung jawab terhadap lingkungan
sekitar, dimana setiap kegiatan sosial
yang dilakukan dapat dipertanggung
jawabkan pada setiap periodenya.
Berdasarkan hasil perhitungan pada
hasil jawaban setuju sebesar 67,86%,
hal ini menunjukkan bahwa GCG
sudah terwujud dan komite GCG
berperan serta dalam meningkatkan
implementasi GCG.
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D. Kemandirian (Independency)

Tabel 5
Perhitungan persentasi terhadap
Kemandirian berdasarkan hasil

jawaban responden

0 38 3 N |TS |STS | Total
| | 1 8

Z [ 1 8

3 Z i 8

4 [ B 8

d 3 a 8
B z ] 8

1 [ 1 8

Total | 1l 44 | ab

% | 1964 | 7857 | 179 100

Setiap personil pada P.T. Perkebunan
Nusantara X sudah menjalankan
aktivitas kegiatannya secara
independen dan obyektif serta dalam
melakukan kegiatannya bebas dari
pengaruh pihak-pihak lain an sistem
pengendalian dapat berjalan dengan
baik. Berdasarkan hasil perhitungan
untuk jawaban setuju sebesar 78,57%,
hal ini menunjukkan bahwa penerapan
GCG sudah terwujud dan komite GCG
berperan serta dalam meningkatkan
implementasi GCG.

E. Kewajaran (Fairness)

Tabel 6
Perhitungan persentasi terhadap
Kewajaran berdasarkan hasil
jawaban responden

!} 88 B N |TS |STS | Total

I i 3 8

2 1 [ g

3 8 8

4 | 1 8

3 4 4 8

B z B 8

1 z B 8
Total | 1§ 43 4 ab

% [I607 7673 | 714 100

Pada P.T. Perkebunan X terdapat
penilaian kinerja keuangan yang
memadai serta wajar (pengungkapan
penuh), dimana untuk setiap informasi
yang  material dan  konsisten.
Berdasarkan hasil perhitungan untuk
jawaban setuju sebesar 76,79%, hal ini
menunjukkan bahwa GCG sudah
terwujud dan komite GCG berperan
dalam meningkatkan implementasi
GCG.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas,
dapat dilihat bahwa gambaran umum
penerapan GCG di P.T. Perkebunan
Nusantara X sudah terwujud serta
perlu  untuk tetap dipertahankan
dimasa yang akan datang.

2. Perhitungan dan Analisa PTPN
XI
A. Transparansi (Transparency)

Tabel 7
Perhitungan persentasi terhadap
transparansi berdasarkan hasil
jawaban responden

O | S8 3 N | TS |STS [Total

| i B 13

Z B 7 13

3 i 0 I 13

4 3 d I 13

a a 7 I 13

B | d 3 | 13
Total | 24 | 47 a 2 8
% 3077 | 6026 | 6Al 206 100

Pada P.T. Perkebunan Nusantara XI
sudah tersedia informasi keuangan
yang relevan, cepat waktu dan akurat,
dapat diverifikasi dengan teknologi
informasi yang memadai. Selain itu
juga ada kebijakan manajemen resiko
yang sejalan dengan tujuan perusahaan
dan mempertimbangkan implikasinya
kepada pemegang saham. Berdasarkan
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hasil perhitungan jawaban setuju
sebesar 60,26%, hal ini menunjukkan
bahwa GCG sudah terwujud dan
komite GCG berperasn serta dalam

Tabel 9
Perhitungan persentasi terhadap
Pertanggungjawaban berdasarkan
hasil jawaban responden

meningkatkan implementasi GCG. B | 88 | § N [ TS STS |Total
I I Il I 13
B. Akuntabilitas (Accountability) Z I Il | 13
3 2 g ? 13
Tabel 8 4 2 i 4 13
Perhitungan persentasi terhadap g 2 | 6 2 |71 ] 18
akuntabilitas berdasarkan hasil b | m | 2 I3
jawaban responden 7 7 | 8 2 |1 I3
Total | 0 | B2 | 14 | 3 |1 | &1
D | ss 8 N | T [ SIS | Tatal % [12.09 |68,13 |15,38 |33 |110 | 100
| | 10 | | 13
g ; g g ! :g P.T. Perkebuan Nusantara XI selama
i 4 g R ini telah melakukan kegiatan sosial
Bl 2 I 13 dan  tanggung jawab  terhadap
B | 4 | 7 |2 13 lingkungan disekitarnya serta memiliki
! | i b ' 13 anggaran yang dapat dipertang-
8 | 7 4 | 13 . .
T T 17 1 B 1 B 7 1 04 gungjawabkan. Berdasarkan hasil
% (1635 | 625 | 1731 | 288 | 096 | OO0 perhitungan untuk jawaban setuju

Pada P.T. Perkebunan Nusantara XI
tersedia sistem pengendalian internal
pada seluruh divisi perusahaan serta
adanya aturan-aturan yang tertuang
dalam Code of Corporate Governance
yang mencerminkan  manajemen
korporasi yang berorientasi pada
peningkatan nilai shareholders dan
stakeholders .

Berdasarkan hasil perhitungan untuk
jawaban setuju sebesar 62,5%, hal ini

menunjukkan bahwa GCG sudah
terwujud dan komite GCG berperan
serta dalam meningkatkan

implementasi GCG.

C. Tanggung jawab (Responsibility)
Hasil kuesioner untuk tanggungjawab
pada PT. Perkebunan Nusantara XI
dapat dilihat di Tabel 9.

sebesar 68,13%, hal ini menunjukkan
bahwa GCG sudah terwujud dan
komite ~GCG  berperan  dalam
meningkatkan implementasi GCG.

D. Kemandirian (Independency)

Tabel 10
Perhitungan persentasi terhadap
Kemandirian berdasarkan hasil

jawaban responden

B [ 88 | § N | T8 [STS [Total
I s g I 2 13
Z 4 B 3 13
3 3 g I 13
4 3 i ? I 13
a a i I 13
B 2 g Z I 13
li Z 0 I 13
Total | 21 | 35 | |l 4 a
% 2308 G044 1208 |440 100
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Aktivitas  kegiatan  pada  P.T.
Perkebunan Nusantara XI dilakukan
secara independen dan obyekif serta
bebas dari segala pengaruh atau
tekanan pihak luar. Berdasarkan hasil
perhitungan untuk jawaban setuju
sebesar 60,44%, hal ini menunjukkan
bahwa GCG sudah terwujud dan
komite ~GCG  berperan  dalam
meningkatkan implementasi GCG.

E. Kewajaran (Fairness)

Tabel 11
Perhitungan persentasi terhadap
Kewajaran berdasarkan
hasil jawaban responden

0| S8 8 N T8 |STS |Total

I 3 i 3 I3

2 3 i 3 I3

d | d i || 1

4 Z It 13

a 4 1 s I3

B 3 d I 13

7 2 d Z I3
Total | 1B ai 13 1] o
% | 19,78 | G484 | 1428 110 | 100

P.T. Perkebunan Nusantara XI dalam
melakukan pembiayaan operasional
telah menunjukkan jumlah atau
nominal yang wajar dan memiliki
standar penilaian kinerja keuangan
secara memadai dan wajar, serta
mengungkapkan secara penuh (full
disclosure). Berdasarkan hasil
perhitungan untuk jawaban setuju
sebesar 64,84%, hal ini menunjukkan
bahwa GCG sudah terwujud dan
komite ~GCG  berperan  dalam
meningkatkan implementasi GCG.

3. Perhitungan dan Analisa PTPN
XII
A. Transparansi (Transparency)

Tabel 12
Perhitungan persentasi terhadap
Transparansi berdasarkan hasil

jawaban responden

! 83 3 N | TS |STS | Total
I Il 8 13
2 Il 8 19
3 0 B 2 I 13
4 I6 Z I 13
a Il Ji | 13
b 0 8 I 13
Total | BH 39 a 1 114
% | B0A3 | 3421 | 439 | 088 100

Pada P.T. Perkebunan Nusantara XII
tersedia informasi keuangan yang
relevan, akurat dan dapat diverifikasi
serta didukung dengan teknologi
informasi yang memadai. Berdasarkan
hasil perhitungan untuk jawaban setuju
sebesar 60,53%, hal ini menunjukkan
bahwa GCG sudah terwujud dan
komite GCG  berperan  dalam
meningkatkan implementasi GCG.

B. AKkuntabilitas (Accountability)

Tabel 13
Perhitungan persentasi terhadap
Akuntabilitas berdasarkan hasil

jawaban responden

!} 83 3 N | T8 | STS | Total
I B i0 d 1
Z B 13 I
3 3 IB I
4 a 12 i I
a a 0 | 4 19
B a 14 1
7 B 13 I
8 3 14 ? I
Total | 33 | 10Z | 1 152
% | 206 | BTN | 724 100
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P.T. Perkebunan Nusantara XII Tabel 15
memiliki pedoman GCG dan sudah Perhitungan persentasi terhadap
menerapkan secara professional serta Kemandirian  berdasarkan hasil

pada pelaporan keuangan datanya
dapat dipertanggung  jawabkan.

jawaban responden

Berdasarkan hasil perhitungan untuk 0 | 8§ S [ N |TS STS |Total

jawaban setuju sebesar 67,11% , hal I 4 2121 13

ini menunjukkan bahwa GCG sudah 2 4 I 19

terwujud dan komite GCG berperan 3 4 4 |1 9

dalam meningkatkan implementasi 4 | 4 | B 3 I3

GCG. a 4 R [1]17 9

B i B |1 19

C. Tanggung jawab (Responsibility 1 B 0 |3 I3

Ratngl (esp o) Total | 28 | BT | 9| 18 133

Tabel 14 % |21,00 [B3.4 |B77|6,77 1]1]

Perhitungan persentasi terhadap

Pertanggungjawaban berdasarkan Aktivitas  kegiatan  pada  P.T.
hasil jawaban responden Perkebunan Nusantara XII sudah

dijalankan secara

independen dan

0| ss g N | 15 [STS | Total | bebas dari pengaruh atau tekanan atau
| 8 M| | ] intervensi dari pihak lain. Berdasarkan
7 5 M 3 i hasil perhitungan untuk jawaban setuju
3 4 2 1 1 sebesar 65,41%, hal ini menunjukkan
4 4 i 3 19 bahwa GCG sudah terwujud dan
g 7 14 3 19 komite GCG berperan dalam
B 4 [4 | 19 meningkatkan implementasi GCG.
1 4 14 I I3
Total | 31 a7 13 2 133 E. Kewajaran (Fairness)
% | 2331 | 694l | 9,77 | 150 100
Tabel 16
P.T. Perkebunan Nusantara XII Perhitungan persentasi terhadap
memiliki anggaran untuk setiap Kewajaran  berdasarkan hasil

kegiatan dan sistem pengendalian yang
memadai serta dapat dipertanggung

jawaban responden

jawabkan. Berdasarkan hasil B | 88 | § N | TS |STS | Total
perhitungan untuk jawaban setuju | a Il I 2 9
sebesar 65,41%, hal ini menunjukkan Z i 1] 2 | 19
bahwa GCG sudah terwujud dan 3 4 117 ] 3 13
komitet GCG  berperan  dalam 4 ! Il I [
meningkatkan implementasi GCG. ] E | 12 | 1
B 3 13 3 19

D. Kemandirian (Independency) 7 3 12 4 1
Total | 34 | B | 15 | 3 133

% [25,06 [B030 | 1128 | 2,28 100
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Pada P.T. Perkebunan Nusantara XII
diterapkan standar penilaian kinerja
keuangan yang memadai dan wajar
dan pengungkapannya secara penuh
(full disclosure), khususnya untuk
setiap informasi yang material dan
dilakukan secara konsisten.
Berdasarkan hasil perhitungan untuk
jawaban setuju sebesar 61%, hal ini
menunjukkan bahwa GCG sudah
terwujud dan komite GCG berperan

dalam meningkatkan implementasi
GCG.
Berdasarkan uraian tersebut,

menunjukkan bahwa P.T. Perkebunan
Nusantara X, XI, dan XII sudah
menjalankan implemtasi GCG.

KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  analisis  dan

pembahasan secara keseluruhan dapat

ditarik kesimpulan bahwa :

Transparansi

1. Transparansi yang dimiliki oleh
PT. Perkebunan Nusantara X, XI,
XII telah dilakukan dengan baik
dan tetap menjaga keterbukaan
informasi sesuai dengan prinsip
GCG, dengan komitmen yang
kuat merupakan peran dalam
meningkatkan GCG. Transparansi
dalam penyediaan informasi yang
akurat, cukup dan tepat waktu
disampaikan  kepada  seluruh
stakeholder sehingga siapapun
pihak yang terkait mengetahui
resiko yang bisa saja terjadi.

2. Transparansi tidak mengurangi

kewajiban  perusahaan  untuk
melindungi informasi  yang
bersifat rahasia mengenai

perusahaan dan pelanggan.

3. Teknologi yang digunakan dalam
prinsip transparansi sederhana,
agar pencarian informasi dengan
menggunakan  website  lebih

mudah dan dipertang-
gungjawabkan. Keterbukaan
informasi dalam melaksanaan
proses pengambilan keputusan
dengan mengemukakan informasi
materiil dan relevan mengenai
perusahaan.

Manajemen resiko yang dite-
rapkan meminimalkan segala
kemungkinan kejadian yang dapat
mengganggu terhadap keberlang-
sungan usaha pencapaian tujuan
perusahaan.

Penetapan yang dilakukan dalam
menangani  manajemen resiko
untuk mengkaji  sejauh mana
penanggungjawab penerapan
manajemen resiko pada unit kerja
dengan melakukan pengelolaan
resiko pada departemen keuangan
yang  tugasnya  memelihara,
mereview secara periodik
efektifitas penerapan manajemen
resiko dan menetapkan kebijakan
dan mengkomunikasikan serta
melaporkan penerapan manaje-
men resiko.

Perwujudan tata kelola perusahaan
merupakan komitmen terhadap
GCG dengan implementasi dalam
praktik tata kelola perusahaan
sehari-hari oleh segenap organ PT.
Perkebunan Nusantara X, XI, XII
(persero) yaitu Pemegang saham
(RUPS), Komisaris dan jajaran
direksi serta para pemangku
kepentingan sebagai  wujud
komitmen vyang kuat dalam
menerapkan tata kelola yang baik.

dapat

Akuntabilitas

1.

Implementasi GCG  disepakati
kejelasan fungsi setiap depar-
temen dan pertanggungjawaban
organisasi sehingga pengelolaan
perusahaan dapat dilakukan secara
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efektif, pelaksanaannya vyang
diatur pada code of governance
dengan  peningkatan sistem
pengendalian  internal  secara
profesional.

2. Perwujudan GCG tidak lepas dari
komitmen dan konsistensi dalam
melaksanakan tata kelola
perusahaan yang baik tidak hanya
sekedar formalitas saja dan
patuhnya atas prosedur tersebut.

3. Adanya komitmen yang kuat
secara berkelanjutan dapat mampu
bekerja sama secara efisien,
efektif, profesional, mandiri dan
mampu bersaing dalam percaturan
bisnis baik secara regional
maupun seccara internasonal.

4. Etika karyawan berasal dari
kebiasaan yang baik dalam diri
tiap orang dan didalam etika
terdapat moralitas, hati nurani,
karakter, kualitas, kompetensi
merupakan bukti diri bahwa
pelaku bisnis yang memiliki
kecerdasan dan tata krama
perilaku yang baik.

5. Adanya satuan pengawasan intern
perwujudan sistem dan dalam
menjaga serta mengamankan harta
kekayaan dan kegiatan perusahaan

yang disesuaikan dengan
kebijakan dan peraturan
perusahaan yang berlaku,

kedudukan, ruang lingkup, hak
dan kewajiban, kewenangan dan
tangungjawab  profesi  dalam
metode kerja, pelaporan dan kode
etik

Tanggungjawab (Responsibility)

1. Tanggungjawab terletak pada
aturan dan pedoman yang berlaku
mengatur dan  diperuntukkan
kepada seluruh karyawan
berdasarkan asas ketaatan dan
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tingkat kedisiplinan serta
tanggungjawab berdasarkan jam
masuk  kantor, jam pulang,
penggunaan jam kerja di kantor,
pemenuhan hari kerja, panggilan
tugas di dalam jam kerja dengan
menghadiri undangan kadinasan
(rapat-rapat, upacara, siraman
rohani), panggilan tugas di luar
jam kerja, tetapi tetap mematuhi
sistem dan prosedur kerja.

. Prinsip komitmen tidak hanya

karyawan biasa saja namun
pejabat  puncak harus dapat
memberikan  contoh  dimana
komitmen yang tinggi perlu
dijunjung tinggi sebagai sumber
teladan kepada bawahan dan
sesama rekan kerja tentang
bagaimana harus bersikap dan
berperilaku yang baik.

. Sikap individu terhadap

responsibilitas selalu menggu-
nakan logika berpikir, kesadaran
diri, mengembangkan imajinasi
maupun mendengarkan suara hati
dalam mengambil setiap
keputusan dan tindakan.

. Sikap perilaku yang baik dan

bertanggungjawab dapat diapli-
kaskan dengan berani mengakui
kesalahan dan melakukan
tindakan  koreksi, melakukan
evaluasi secara berkala (refleksi),
bertanggungjawab  atas  setiap
keputusan dan tindakan yang
dilakukan secara individu maupun
tim.

. Tanggungjawab  persero  atas

kebijakan didalam masyarakat
yang  berhubungan  langsung
dengan masyarakat yang tidak
mampu, pasar murah, pengobatan
gratis, khitanan massal, pengajian,
pendidikan dan pelatihan wira-
usaha, renovasi infrastruktur balai




desa, pengaspalan jalan
(Makadam) dan tempat ibadah.
Adanya sanksi yang tegas atas
kesalahan atau pelanggaran atas
prosedur code of conduct yang
dilakukan tiap individu yang
melakukan pelanggaran dengan
cara memberikan bukti kepada
komite GCG melalui layanan
pengaduan surat, sms, dan email.
Komite mencatat setiap laporan
pelanggaran perilaku yang
tertuang dalam GCG  dan
dilaporkan kepada Direksi. Dan
pelapor di lindungi oleh Komite
GCG. Adanya sanksi atas
pelanggaran atau penyelewengan
dengan pemberian sanksi atas
pelanggaran dari karyawan
dilakukan oleh Direksi, Pemberian
sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan  oleh Direksi dan
Komisaris mengacu sepenuhnya
pada anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga perusahaan yang
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Sanksi diberikan apabila
ditemukan bukti nyata terhadap
pelanggaran.

Mandiri (Independensi)

1.

Kemandirian  dikelola  secara
profesional tanpa benturan
kepentingan dan penaruh dari
pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.

Kemandirian dalam melakukan
hubungan usaha dan interaksi
dengan stakeholder dalam
mengembangan usaha
dilingkungan sekitar perusahaan
dapat berperan dengan baik,

hubungan usaha dalam
mewujudkan GCG diantaranya
hubungan dengan  karyawan,
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hubungan  dengan  pemegang
saham, hubungan dengan Petani
(Asosiasi Petani Tebu
Rakyat/APTR), hubungan dengan
pelanggan, hubungan  dengan
pemasok, hubungan dengan mitra
usaha/investor, hubungan dengan

kreditur, hubungan dengan
aparatur pemerintah, hubungan
dengan masyarakat, hubungan
dengan media massa.

. Independensi pada seluruh
departemen dan  manajemen
puncak telah  diatur dalam
pedoman pengendalian intern
dimana  prosedur pengendalian

dan ruang lingkup hak serta
tanggungjawab pekerjaan
dilakukan secara mandiri dan
secara berkala akan dilaporkan
atas temuan beserta rekomendasi

kepada Direksi.

. Penilaian independensi dalam
pelaksanaannya dinilai meng-
gunakan jasa instansi

pemerintahan yang berkompeten
di bidang GCG, yang penun-
jukkannya dilakukan oleh Direksi
melalui penunjukkan langsung,
pelaksanaan GCG pada prinsipnya
dilakukan secara mandiri.

. Pelaksanaan independensi
dilaksanakan oleh seluruh
karyawan dengan saling
menghormati  hak, kewajiban,
tugas, wewenang serta
tanggungjawab  masing-masing.
Diwajibkan saling membantu

dalam pelaksanaan tugas, hak dan
kewajiban masing-masing.
Seluruh  karyawan perusahaan
dalam pengambilan keputusan
akan  selalu  obyektif dan
menghindari terjadinya benturan
kepentingan.




Kewajaran (Fairness)

1.

Pada prinsip Pelaporan Keuangan
mengikuti  Prinsip  Akuntansi
Berterima Umum (PABU) dimana
PABU  merupakan  kebijakan
akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan beserta penerapannya.
Laporan  keuangan  disajikan
bersifat wajar (fair) tanpa melihat
kepentingan-kepentingan
stakeholders.

Hak-hak stakeholders, termasuk
masyarakat sekitar tempat usaha
Perseroan, karyawan, pelanggan,
pemasok, kreditur dan
stakeholders  lainnya,  pihak
perusahaan menjalin kerjasama
yang baik..

. Pertanggungjawaban atas

kewajaran diketahui oleh RPUS,
Komisaris, Direksi, masyarakat,
investor. Yang lebih penting
adalah Komisaris dan direksi
dapat mempertimbangkan
kemungkinan resiko yang akan
dihadapi dan pemecahan masalah
yang dapat mengatasi
permasalahan yang terjadi saat ini
maupun masa yang akan datang.

SARAN

L.

Manajemen  PT.  Perkebunan
Nusantara dalam  menerapkan
Good Corporate Governance harus
melakukannya  secara  berke-
lanjutan dan konsisten guna
menghasilkan mutu perusahaan
yang semakin baik serta dapat
menjadi wadah bagi aktivitas
bidang perkebunan yang semakin
berkembang di dalam masyarakat
dan perkembangan hasil selain
gula, kopi dan sebagainya.

Penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate  Governance  secara
berkelanjutan dapat dinilai dengan
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menggunakan  penilaian  yang
ditentukan oleh komisaris ataupun
direksi untuk menilai setiap
karyawan yang menjadi terbaik di
dalam periode waktu tertentu, baik
penilaian secara bulanan maupun
perperiodik.

. Karyawan tetap mendukung dan

berkomitmen pada prinsip Good
Corporate  Governance  untuk
menjadikan perusahaan persero
terus berkarya dalam pengelolaan
terhadap perkebunan dan guna
mendapatkan hasil yang baik.

. Departemen Sistem Pengawasan

konsisten dalam
mengawasi  kinerja  karyawan
dalam melakukan dan
mengembangkan keberlanjutan
dari prinsip Good Corporate
Governance.

Intern  harus

. Pada PT. Perkebunan diperlukan

penjelasan tentang manajemen
resiko secara mendalam, schingga
stakeholder dapat membaca dan
mengetahui cara mengatasi resiko

yang terjadi.

. Perlu penjelasan sanksi yang
diberikan terhadap pelanggaran
yang dikenakan terhadap
karyawan.
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